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UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG

METEQROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES4A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESILA,

Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan kawasan lkontinen maritim yang
terletak di antara dua benua dan dua
samudera serta berada pada pertemuan tiga
lempeng tektonik dalam wilayah khatulistiwa
menyebabkan wilayah Indonesia sangat
strategis dengan kekayaan dan keunikan
kondisi meteorology, klimatologi, dan geofisika;

b. bahwa unsur meteorologi, klimatologi, dan
geofisika merupakan kekayaan sumber daya
alam dan memliki potens: bahaya sehingga
harus dikelola untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia;

c. bahwa informasi meteorologi, klimatologi, dan
geofisika mempunyai peran strategis dalam
meningkatkan keselamatan jwa dan harta,
ekonomi, serta pertahanan dan keamanan;

d. bahwa lingkungan strategi= mnasional dan
mnternasional — menuntut penyelenggaraan
meteorologl, klimatologi, dan geofisika yang
sesual dengan perkembangan 1l
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,
dan akuntabilitas penyelengrara negara dengan
tetap menputamalkan  keselamatan dan
keamanan masyarakat demi kepentingan
nasional;

e. bpahwa . _ .
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e. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan

telcnolog: berpengaruh terhadap
penyelenggaraan meteorologi, khimatologi, dan
reofisika secara global sehingga perlu
diantisipasi dan direspons melalui kerja sama
internasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam humf a, huraf
b, huruf ¢, huruf d, dan hurf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisila;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3}
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESLIA

Menetapkan

dan

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

MEMUTUSEAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UNMTUM

Fasal 1

Dalam Undang-Undang imi yang dimalcsud dengan:

1.

2.

Meteorologl adalah gejala alam yang berkaitan
dengan cuaca.

Klimatolog: adalah gejala alam yang berkaitan
dengan iklim dan kualitas udara.

Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan
dengan gempa bum tektomk, tsunami,
gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan
tanda walkta_

4. Penyelenggaraan . . .
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Penyelengparaan adalah kepatan pengamatan,
pengelolaan data, pelayanan, peneliian,
rekayasa, dan pengembangan, serta kera
sama internasional dalam bidang meteorclogi,
Idimatologi, dan geofisika.

Pengamatan adalah pengulouran dan

penaksiran untuk memperoleh data atau nilai
unsur meteorologi, klimatologl, dan geohsika.

Data adalah hasil pengamatan meteoroclogi,
Iddimatologi, dan geofisikka vang diperoleh di
stasiun pengamatan.

Pengelolaan Data adalah serangkaian
perlaluan terhadap data.

Pelayanan adalah kegiatan yang berlkaitan
dengan penyediaan dan penyebaran informasi
serta penyediaan jasa.

Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana
pengamatan meteorcologi, klimatologi, dan
geofisika.

Sarana adalah peralatan yang dipunakan
untulk melaksanakan kegiatan meteorologi,
lddimatologl, dan geofisika.

Prasarana adalah penunjang sarana
meteorologl, Klimatologi, dan geofisika.

Stasiun Pengamatan adalah tempat
dilalukannya pengamatan.

Penelitian adalah kegiatan vyang dilakukan
menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis objeldtif.

Pengembangan adalah kegiatan yang bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teonn1 ilmu

pengetahuan yvang telah terbulct
kebenarannya.

Rekayasa adalah penerapan ilmu dan telnologi
dalam bentuk desain dan rancang bangun.

Rencana Induk Penyelenggaraan meteoroclogi,
ldimatologl, dan geofisika, wyang selanjutnya
disebut Rencana Induk, adalah pedoman

nasional penyelenggaraan meteorologi,
Ilimatologi, dan geohisilca

17. Daerah. . .
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Daerah Linglungan Penpamatan adalah wilayah
di selnotar stasiun pengamatan yang mempunysl
pengarub langsung terhadap hasil pengamatan.

Perubahan [klim adalah berubahnya ikhm yang
dialobatlkan, langsung atau tdak langsung, oleh
alktivitas manusia yang menyvebablkan perubahan
komposisi atmosier SECAra global serta
perubahan vanabilitas 1klim alamiah yang
teramatt pada kurun waktu yang dapat
dibandinglkan.

. Mitigasi adalah wusaha pengendalban untuk

mengurangsl rsike alaobat perubahan  1khm
melalul kematan wyang dapat menurunkan
emisi/ meminglkatlkan penyerapan gas rumah
kaca dar berbagal sumber emi=i.

. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat

dan membansun stratepn antsipasi dampak
perubahan 1kchim serta melaksanakannya
sehingra mampu mengurangl dampak negatif
dan mengambil manfaat positifnya.

Badan Hulum Indonesia adalah badan usaha

mihk nepara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha yang berbentul badan hukum.

Sertifilkat Kompetensi adalah tanda bukt
SEeSeorang telah memenuh persyaratan
pengetabhuan, keahhan, dan lkuahbka=i da
bidangnya.

Badan adalah instansi pemenntah yang bertugas

dan bertanspung jawak di1 bidang meteorclos,
klimatolopl, dan gechsika.

Eepala Badan adalah kepala yang bertugas dan
bertangrung jJjawak di  bidang meteorclog,

klimatolopl, dan gechsika.

. Pemernintah adalah Presiden Fepukhk Indonesia

vang memegang keltuasaan pemerintahan negara
Fepublik Indonesia sebagaimana dimalksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Eepubhk
Indonesia Tahun 1945,

Pemernintah Daerah adalah pubernur, bupat atau
walikota, dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelengrara pemerintahan daerah.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.

BABII . ..
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan meteorologl, khmatologi, dan

geofizika berasaskan:

a. lkebangsaan;

b. kejujuran;

c. keilmuan;

d. kepentingan umum;

e. manfaat;

f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

g. keterpaduan;

h. keberlanjutan; dan

1. ketelitian dan kehati-hatian.

Pasal 3

Penyelengparaan meteorologi, khmatologi, dan

geofisika bertujuan untulk:

a. mendulung keselamatan jiwa dan harta;

b. melindung kepentingan dan potensi nasional
dalam rangka peningkatan keamanan dan
ketahanan nasional;

c. memngkatltan kemandinian bangsa dalam
penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi di  bidang meteorolog,
klimatologl, dan geofisika;

d. mendulung kebijakan pembangunan nasional
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;

e. memngkatkkan layanan informasi secara luas,
cepat, tepat, alourat, dan mudah dipahanmu;

f. mewujudkan kelestarian bnglkungan hidup;
dan

g. mempererat hubungan antarbangsa melahln

kerja sama internasional .

BABII . ..
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BAB IIl

PEMEINAAN

Pasal 4
Meteorologl, Klimatologi, dan geofisika dikuasai
oleh negara dan pembinaan
penyelenggaraannya dilalrulkan oleh
Pemerintah.

Pembinaan = penyelenggaraan meteorologl,
klimatologi, dan  geofisika  sebagaimana
dimalcsud pada ayat (1) meliputs:

a pengaturan;

b. pengendalian; dan

C. PpPengawasan.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi penetapan kebyakan
umum dan tekmis, penentuan norma, standar,
pedoman, kriteria, perencanaan, persyaratan,
dan prosedur perizinan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b mebputi arahan, bimbingan,
pelatthan, penzinan, sertifikasi, dan bantuan
telonis.

Pengawasan sebagaimana dimalsud pada ayat
(2) huruf ¢ terdiri atas kegiatan pemantauan,
evaluasi, audit, dan tindakan korektif sesua

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pembinaan = penyelengparaan meteorologl,

klimatologt, dan  geofisika  sebagaimana

dimalcsud pada ayat (2) diarahkan untulc

a. meninglkatkan kualitas pengamatan,
pengelolaan data, dan pelayanan;

b. meningkatlkan mlas tambah penelitian,
pengembangan, dan rekayasa;

c. mewujudkan sumber daya manusia yang

profesional;
d. meningkatltan kesadaran, pemahaman,
dan peran serta masyaralat;

e. mememnuhi . . .
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e. memenuhi kepentingan  publik dan
pengguna jasa;

f meningkatkan peran dan hubungan dalam
kerja sama internasional; dan

g. mewujudkan kegiatan meteorologi,
Idimatologi, dan geofisilca yvang
lkkomprehensif, terpadu, efisien, dan efeltif.

Paszal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
penyelenggaraan meteorologi, khmatologi, dan
geofisika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

12)

13)

()

(5]

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara
Pasal 6
Pemenntah wapb melaksanalcan

penyelengraraan meteorclogi, klimatologi, dan
geofisilca.

Penyelengraraan meteorclogi, klimatologi, dan
geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan.

Badan sebagaimana dimalksud pada ayat (2)
mempunyai tugas pokok, fungsi, dan
lkkewenangan yang diatur dengan Peraturan
Presiden.

Badan sebagaimana dimalksud pada ayat (2)
berada di bawah serta bertangpung jawab
kkepada Presiden melalui Menteri yang
mengoordinasikannya.

Selain dilaksanakan oleh Badan sebagaimana
dimalksud pada ayat (2), penyelenggaraan
meteorologl, klimatologi, dan peofisika dapat
dilaloulcan oleh instansi pemerintah,
pemernntah daerah, badan hukum, dan/atau
masyarakat sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{6) Badan . .
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Badan mengoordinasikan penyelenggaraan
meteorologl, Elimatologi, dan geofisika yang

dilalczsanalkan oleh instansi pemerintah lainnya
dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk
Pasal 7
Rencana induk merupakan pedoman nasional
untulk penyelenggaraan meteorologl,
ldimatologl, dan geofisika.
Rencana mdulk disusun dengan

mempertimbanglean modal dasar dan
lingllungan strategis.

Rencana indulk memuat:

a  wvisi dan misi;

b. kebiyakan;

c. strateg; dan

d. peta rencana.

Rencana induk disusun untuk jangka waktu
25 (dua puluh lima) tahun dan ditetapkan oleh
Preziden.

Rencana induk sebagaimana dimalksud pada
ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kal:
dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan
kebutuhan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penyelenggaraan

Paszal &

Penyelenggaraan meteorologi, khmatologi, dan
geofisika terdin atas kegiatan:

o po oo

pengamatan;

pengelolaan data;

pelayanan;

penelitian, rekayasa, dan pengembangan; dan
kkerja sama internasional.

BAB WV _ ..
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BAB WV
PENGAMATAN

Bagian Kesatu

Umuam

Pasal 9
Pengamatan meteorologt harus dilakukan paling
sedilkit terhadap unsur:
radiasi matahari;
subhu udara;
tekanan udara;
angin;
kelembaban udara;
awar;
hujan;
gelombang laut;
subu permultaan air laut; dan
pasang surut air laut.

erEm ol o oop

Pasal 10

(1) Pengamatan klimatologl meliput:
a. 1ikhm; dan
b. kualitas udara.

(2) Pengamatan iklimm sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) huruf a hars dilakukan paling
sedikit terhadap unsur:

radiasi matahari;

suhu udara;

suhu tanah;

telkanan udara;

angin;

Penguapan;

kelembaban udara;

AWATL;

hujan; dan

kandungan air tanah.

SoREm e o oo

(3) Pengamatan . . .
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(3) Pengamatan kualitas wudara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mencalup:
a. pencemaran udara yang melipub unsur:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

partilculat (SPM, PM10, PM2.5);

sulfur dicksida (SO0);

nitrogen oksida dan nitrogen dioksida
(NO, NO3z);

ozon (Os);

karbon monoksida (CO); dan
komposisi kimia air hujan.

b. gas rumah kaca yang mebputi unsur:

1.

;R W

karbon dicksida (COz);
methan [(CHal;

nitrous oksida (N20);
hidroflucrokarbon (HFCs);
perfluorckarbon (PFFCs); dan
sulfur heksafluorida (SFs).

(4) Pengamatan klimatolog: sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
berkesinambungan untuk jangka walktu
tertentu.

Pasal 11

Pengamatan geofisilkka harus dilaltukan paling
sedilkait terhadap unsur:

50 R0 Oop

getaran tanah;

gaya berat;

kemagnetan bumi;

posisi bulan dan matahars;
penentuan sistem waktu;
teunami; dan

kelistrikan udara.

Pasal 12

Pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
dilakulan di stasiun pengamatan.

Pasal 13 . ..
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Pasal 13
Pengamatan yang dilalkulkan oleh setiap kapal
dengan ulkuran tertentu atau pesawat terbang
Indonesia untuk kepentingan keselamatan
pelayaran dan penerbangan dilaksanalkan
sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil pengamatan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan.
Setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa-
a. peringatan tertulis;
b. pelarangan sementara melakukan
pengamatan; atau
c. pelarangan tetap melalkulcan
pengamatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan prosedur pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sistem Jarnngan Pengamatan

Pasal 14

Sistem jaringan pengamatan terdiri atas
stasiun-stasiun pengamatan.

Sistem jaringan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan
dikelola oleh Badan.

Pasal 15
Pembentukan sistem jaringan pengamatan
dilalukan berdasarkan loriteria:
a. jenis pengamatan;
b. cakupan pengamatan;
c. kerapatan antarstasiun pengamatan;
d. tataletak stasiun pengamatan; dan
e. jenis sarana komunikasi.

(2) Sistem . . .
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(2] Sistemn jaringan pengamatan sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem jarnngan pengamatan meteorologi;
b. sistem jaringan pengamatan klimatolog:;
dan
c. sistem janngan pengamatan geofisika

Bagian Ketiga
Stasiun Pengamatan

Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan pengamatan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika wajnb didinkan

stasiun pengamatan.

(2] Pendirian stasiun pengamatan sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) dapat dilalukan oleh
Badan atau selain Badan.

Pasal 17

(1] Stasiun pengamatan yang didinikan cleh selain
Badan dapat masuk dalam sistem jarnngan
pengamatan melalun kerja sama dengan
Badan.

(2] Stasiun pengamatan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sistem
jaringan pengamatan.

|3) Stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem
jaringan pengamatan sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) diarang menghentilcan
pengamatannya, baik yang bersifat sementara
maupun permanen, tanpa izin Badan.

Pasal 18

Setiap stasiun pengamatan yang didinkan oleh
selain Badan yang masuk dalam sistem jaringan
pengamatan dapat mengakses data hanya untulk

mendulkung tugas pokok atau kepentingannya.

Pasal 19 _ .
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Pasal 19
Setiap stasiun pengamatan vang didinkan
oleh selain Badan dilarang memublikasikan

data hasil pengamatannya langsung kepada
masyarakat kecuali ditentukan lain oleh

undang-undang.

Setiap orang vyang melangpar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa-

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan stasmuun pengamatan; atau

c. penutupan stasiun pengamatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan prosedur pengenaan sanksi admimstratf
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diatar
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20
Stasiun pengamatan yang didirikan oleh
selain Badan yang menjadi bagian dalam
sistern  jaringan  pengamatan | dilarang
direlokasi, kecuali mendapat izin dari Badan.
Segala biaya yang timbul akibat relokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tangrung jawab pemilils stasiun pengamatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengena tata cara kerja
sama dan i1zin relokasi stasiun pengamatan yang
masuk dalam sistem janngan pengamatan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Bagian Keempat
Metode Pengamatan

Pasal 22

Metode pengamatan meteorologi, klimatologi,
dan geofisika yang digunakan haris sesuai
dengan karakteristik jenis pengamatan.

(2) Metode _ . .
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(2] Metode pengamatan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilaltulkan dengan
memperhatikan:

kesamaan walktu pengamatan;

pembacaan dan penaksiran;

pencatatan data;

pengelompokan data; dan

penyandian data.

T R0 oo

(3] Metode pengamatan sebagaimana dimalksud
pada ayat (2) wajib dipatuhi oleh setiap tenaga
pengamat.

(4] Settap orang vang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dikenai
sanksi admimstratif berupa:

a peringatan tertulis;
b. pembekuan sertifikkat; atan
c. pencabutan sertifikat.

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur pengenaan sanksi administratf
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Ketentuan lebith lanjut mengenai metode
pengamatan diatur dengan Peraturan Pemenntah.

BAB VI
FENGELOLAAN DATA

Pasal 24
(1] Pengelolaan data dilalukan untuk
menghasilkan informasi yang cepat, tepat,

akurat, luas cakupannya, dan mudah
dipaharm.

(2] Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) wajib dilakukan berdasarkan standar
vang ditetaplkan.

Pasal 25 _ . .
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Pasal 25

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 meliputi:

il

PoRo o

(1)

(2)

13)

pengumpulan;
pengolahan;

analisis;
penyimpanan; dan
pengaksesan.

Pasal 26

Pengelolaan data dapat dilakukan oleh Badan
dan selain Badan.

Pengelolaan data oleh Badan dilalukan
terhadap hasil pengamatan dalam sistem
jaringan pengamatan.

Pengelolaan data oleh selain Badan hanya
dilalukan wuntuk mendulkung kepentingan
sendiri.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebapaimana dimalcsud dalam Pasal 24 ayat (2)

dan Pasal 26 ayat (3) dikenai sanlsi

admimstratf berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembeluan pengoperasian stasiun
pengamatan; atau

c. penutupan stasiun pengamatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

prosedur pengenaan sanksi  administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BABVII . . .
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BAB VII
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29
Pemernntah wajib menyediakan pelayanan
meteorologi, Klimatologi, dan geofisika.

Pelayanan  meteorologi, khimatologi, dan
geofizsika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilalukan sesuan dengan standar yang
ditetaplan_

Pelayanan  meteorclogi, klimatologi, dan
geofizsika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. informasi; dan

b. jasa.

Bagian Kedua

Pelayanan Informasi

Pasal 30

Pelayanan informasi sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf a terdin atas:

a.
b.

informasi publik; dan
informasi khusus.

Pasal 31

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf a terdin atas:

a.
b.

informasi rutin: dan
peringatan dim.

Pasal 32 . _ .
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Pasal 32

Informasi ratin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf a mebputi:

RO oop

= R

pralkiraan cuaca;

prakiraan musim;

prakiraan tinggi gelombang laut;

prakiraan potensi kebakaran hutan atau
lahan;

informasi kualitas udara;

informasi gempa bumi tektonil;

informasi magnet bumi;

informasi tanda waltu; dan

informasi kelistriltan udara_

Pasal 33

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf b dapat meliputi:

B0 ooop

(2)

(1)

cuaca ekstrim;

ikclim ekstrim;

gelombang laut berbahaya; dan
tsunami.

Pasal 34

Lembaga penyiaran publik dan media massa
milil: Pemerintah dan pemerintah daerah
harus menyediakan alokasi wakiu atau ruang
kolom setiap hari untuk menyebarluaskan
informasi publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lembaga penylaran harmus menyediakan
alokas: waktu untuk menyebarluaskan
peringatan dini meteorologl, khimatologl, dan
geofisika sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 35

Informasi khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b dapat meliput::

a. informasi cuaca untuk penerbangan;

b. informasi _ . .
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b. informasi cuaca untuk pelayaran;
c. informasi cuaca untuk pengeboran lepas
pantai;
d. informasi dkchm untuk agro industr;
e. informasi iklim untuk diversifikasi energi;
f informasi lualitas udara untalk industri;
g informasi peta kegempaan untulk

perencanaan konstruksi; dan
h  informasi meteorologi, klimatologi, dan
geofisika untuk keperluan klaim asuransi.

(2] Selain informasi  khusus sebagaimana
dimalesud pada ayat (1), kebutuhan informasi
khusus lainnya dapat pula dilayani sesuai
dengan permintaan.

Pasal 36

(1) Pelayanan informasi meteorologi, klimatologi,
dan geofisika sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 30 hanya dilakukan oleh Badan, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelayanan informasi sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 37

Dalam hal diketahui adanya kejadian ekstrem
meteorclogi, klimatologi, dan geofisika oleh petugas
stasun pengamatan, anjungan pertambangan
lepas pantai, kapal, atau pesawat terbang yang
sedang beroperasi di wilayah Indonesia, kejadian
tersebut wajib seketika disebarluaskan kepada
pithak lain dan dilaporkan kepada Badan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Bagian Ketipa _ . .
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Bagian Ketiga
Pelayanan .Jasa
Pasal 38
Pelayanan jasa sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. jasa konsultasi; dan
b. jasa kalibrasi.

Pasal 39

Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 38 huruf a dibenikan untulk penerapan
informasi khusus meteorclog:, klimatologi, dan
geofisika.

Pasal 40

(1) Pelayanan  jasa kcalibrasi sebagaimana
dimalcsud dalam Pasal 38 huruf b merupakan
layanan  peneraan  sarana  pengamatan
meteorologl, imatologl, dan geofisika.

(2) Jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilalkukan sesuai dengan standar
kzalibrasi yang ditetapkan.

Pasal 41

Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dapat dilakukan oleh Badan, instansi
pemerintah lainnya, atau badan hukum Indonesia
yvang memenulu persyaratan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
pelayanan jasa konsultasi dan kalibrasi diatar
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Biaya Pelayanan

Pasal 43

Pelayanan informasi khusus dan pelayanan

jasa dikenai biaya.

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diterima oleh Badan atau instansi
pemenntah lainnya merupakan penerimaan
negara bukan pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tarif
layanan informasi khusus dan layanan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB VIII

KEWAJIBAN PENGGUNAAN INFORMASI

(1)

(2)

Pasal 44

Pemerintah, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan lain wayjib
menggunakan informasi meteorologi,
Klimatologi, dan geofisika dalam penetapan
kebijakan di sektor terlcant.

Ketentuan lekih lanjut mengenai kewajiban
penggunaan informasi sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Tl

Pasal 45

Pemerintah wajb memenul kebutuhan sarana

dan prasarana dalam penyelenggaraan
metecrologl, klimatologi, dan geofisika.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 46

Sarana penyelenggaraan meteorologl, klimatolog,
dan geofisika terdin atas:

a. peralatan pengamatan;
b. peralatan pengelolaan data; dan
c. peralatan pelayanan.

Pasal 47

(1) Peralatan pengamatan meteorolog:, klimatologi,
dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 huruf a terdin atas:

a peralatan pengamatan meteorclogt dan
klimatologi; dan
b. peralatan pengamatan geofisika.

{2) Peralatan  pengamatan  meteorclogt dan
llimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat meliputi-

a. penguloar radiasi matahari;

b. penguloar suhu udars;

c. pengulur suhu tanah;

d. pengulur penguapan;

e. pengukur tekanan udara;

. pengulkur arah dan kecepatan angin;

£ pengulur . . .






